BAB VI
SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan PKPA (Praktek Kerja Profesi

Apoteker), saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1.  Mahasiswa PKPA harus membekali diri dengan pengetahuan
tentang oobat-obatan, pelayanan kefarmasian, manajemen serta
perundang-undangan yang terkait.

2. Mahasiswa PKPA harus berperan aktif dalam melaksanakan
kegiatan praktek sehingga diharapkan akan memperoleh
informasi, pengetahuan, dan keterampilan sebagai bekal saat
berada dalam dunia kerja.

3. Mahasiswa PKPA diharapkan untuk mempelajari ilmu
komunikasi atau memperlengkapi diri dengan kemampuan
komunikasi yang baik sehingga dapat berkomunikasi baik
dengan pasien. Selain itu, harus menjalin komunikasi baik
dengan teman sejawat, tenaga kesehatan lain dan karyawan di
apotek.

4. Mahasiswa PKPA diharapkan mempelajari SOP yang ada di
apotek sehingga terhindar dari kesalahan yang mungkin dapat
terjadi.

5. Mahasiswa PKPA diharapkan mempelajari sistem pengontrolan
untuk menghindari kesalahan dalam mengerjakan resep mulai
penerimaan, penyiapan dan penyerahan kembali resep ke
pasien, harus dikontrol agar tidak terjadi kesalahan.

6. Apotek Kimia Farma Pare 2 diharapkan selalu menjaga dan

mempertahankan kualitas pelayanan yang baik kepada pasien.
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Apotek  Kimia Farma Pare 2 diharapkan selalu
mempertahankan dan meningkatkan Kkinerja pada setiap
karyawan agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik.

Apotek Kimia Farma Pare 2 diharapkan selalu menerapkan
pelayanan yang berpihak kepada pasien agar pasien merasa

nyaman dan untuk meningkatkan kepercayaan pasie.
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